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1. UU No. 18 tahun 1999, diganti dengan
1. UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. PP No. 28 tahun 2000 jo. PP No. 4 tahun 2010

jo. PP No. 92 tahun 2010 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

3. PP No. 29 tahun 2000 jo. PP No. 59 tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

4. PP. No. 30 tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
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Jasa Konstruksi terdiri dari :
a. Jasa konsultansi konstruksi
b. Pekerjaan konstruksi
Pengguna jasa :

pemilik / pemberi pekerjaan yg menggunakan
layanan Jasa Konstruksi.

Penyedia jasa :
pemberi layanan Jasa Konstruksi.

Jenis usaha Jasa Konstruksi terdiri dari :
a. Jasa Konsultansi Konstruksi
b. Pekerjaan Konstruksi
c. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
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Jasa Konsultansi Konstruksi :
Sifat Klalsifikasi Layanan

Umum

• Arsitektur
• Rekayasa
• Rekayasa terpadu
• Arsitektur lanskap &

perencanaan wilayah

• Pengkajian
• Perencanaan
• Perancangan
• Pengawasan
• Manajemen

penyelenggaraan
konstruksi

Spesialis

• Konsultansi ilmiah &
teknis

• Pengujian & analisis
teknis

• Survei
• Pengujian teknis
• Analisis

Pekerjaan Konstruksi :

Sifat Klalsifikasi Layanan

Umum

• Bangunan gedung
• Bangunan sipil

• Pembangunan
• Pemeliharaan
• Pembongkaran
• Pembangunan

kembali

Spesialis

• Instalasi
• Konstruksi khusus
• Konstruksi pra pabrikasi
• Penyelesaian bangunan
• Penyewaan peralatan

• Pekerjaan bagian
tertentu dr
bangunan atau
bentuk fisik
lainnya
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Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi :

Klalsifikasi Layanan
• Bangunan gedung
• Bangunan sipil

• Rancang bangun
• Perekayasaan, pengadaan

& pelaksanaan (EPC)

Bentuk usaha Jasa Konstruksi terdiri dari :
a. Usaha orang perseorangan
b. Badan usaha
Kualifikasi usaha bagi yg berbadan usaha :
a. Kecil
b. Menengah
c. Besar
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Orang
perseorangan /

BU - Kecil
BU - Menengah BU - Besar

• Risiko kecil
• Teknologi

sederhana
• Biaya kecil
• + Orang

perseorangan
hrs sesuai
bidang keahlian

• Risiko sedang
• Teknologi

madya
• Biaya sedang

• Risiko besar
• Teknologi tinggi
• Biaya besar

Persyaratan usaha dimaksudkan agar dapat
menjalankan kegiatan usaha jasa konstruksi di
seluruh wilayah RI.
Persyaratan untuk :
a. Usaha orang perseorangan : Tanda Daftar

Usaha Perseorangan (TDUP).
b. Badan Usaha : Izin Usaha Jasa Konstruksi

(IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU)
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Sertifikat Badan Usaha (SBU) minimal memuat :
• Jenis usaha
• Sifat usaha
• Klasifikasi usaha
• Kualifikasi usaha
SBU dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Badan
Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha
terakreditasi.

Khusus Badan Usaha Menengah dan Besar harus
melakukan registrasi pengalaman yang dibuktikan
dalam bentuk Tanda Daftar Pengalaman.
Tanda Daftar Pengalaman minimal berisi :
• Nama paket pekerjaan
• Pengguna jasa
• Tahun pelaksanaan
• Nilai pekerjaan
• Kinerja Penyedia Jasa


